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<p>Peraturan Kepailitan sebelum Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang (“UUKPKPU”) diundangkan mengatur ketentuan norma bahwa hanya
Debitor sgja yang dapat mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“ PKPU”),
sedangkan pada UUKPKPU membolehkan Kreditor untuk mengajukan Permohonan PKPU. Dibolehkannya
Kreditor mengajukan Permohonan PKPU telah membuat banyaknya Permohonan PKPU dibandingkan
dengan Permohonan Kepailitan. Hal ini karena waktu proses hukum acara PKPU lebih cepat dibandingkan
dengan proses hukum acara Kepailitan, dan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia (“MKRI”) Nomor 23 Tahun 2021 terhadap Putusan PKPU pada tingkat pertamatidak terbuka
upaya hukum apapun, dan setelah adanya Putusan MKRI Nomor 23 Tahun 2021 telah membuka upaya
hukum Kasasi bagi Permohonan PKPU yang digjukan oleh Kreditor dan Rencana Perdamaian yang digjukan
oleh Debitor tidak diterima oleh Kreditor. Putusan MKRI Nomor 23 Tahun 2021 dimaksud masih
membedakan upaya hukum yang dapat dilakukan atas Putusan Pailit dengan Putusan PKPU, sehingga masih
dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Pada penelitian ini, norma ketentuan yang membol ehkan Kreditor
mengajukan Permohonan PKPU tanpa adanya tes insolvensi dianggap kurang tepat. Dengan menggunakan
metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), penelitian ini hendak mengkaji tentang apakah norma
ketentuan yang membolehkan Kreditor mengajukan Permohonan PKPU tanpa adanyates insolvensi telah
sesuai dengan teori keadilan dari John Bordley Rawls, teori banyak nilai (teori visi etis) dari Elizabeth Ann
Warren, dan Prinsip Perencanaan Rasional dari Donald R. Korobkin. Pendekatan metode penelitian hukum
dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan perbandingan hukum dan
pendekatan peraturan perundang-undangan. Negara-negara terbanding dalam penelitian ini diambil dari
negara Belanda yang mewakili negara dengan sistem hukum <em>Civil Law</em>, dan negara Singapura
dan Amerika Serikat yang mewakili negara dengan sistem hukum <em>Common Law</em>, serta
organisasi dunia <em>United Nations Commission On International Trade Law</em> (“UNCITRAL")
yang dalam penelitian ini dianggap sebagai ‘wasit’ yang mewakili sebagai pihak yang netral. Hasl|
penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan PKPU dalam UUKPKPU |ebih berpihak
kepada Kreditor daripada Debitor, sehingga perlu dilakukan reformulasi norma hukum yang terdapat pada
UUKPKPU terkait dengan pihak yang dapat mengajukan Permohonan PKPU. Atas hal tersebut, diberikan 2
(dua) pilihan aternatif: Pertama, hanya Debitor saja yang mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan
PKPU; Kedua, dalam hal Kreditor diberi hak untuk mengajukan Permohonan PKPU harus dilekatkan tes
insolvens.

...... The Bankruptcy Regulations before Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of
Debt Payment Obligations ("UUKPKPU") were promulgated regulated the norm that only Debtors could
submit Applications for Suspension of Debt Payment Obligations ("PKPU"), whereas the UUK PKPU
allowed Creditors to submit a PKPU application. Allowing Creditors to submit PKPU Applications has
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made PKPU Applications more numerous compared to Bankruptcy Applications. Thisis because the legal
process for PKPU isfaster than the procedural law for bankruptcy, and prior to the Decision of the
Consgtitutional Court of the Republic of Indonesia ("MKRI") Number 23 of 2021 against the PKPU Decision
at thefirst level there was no legal remedy whatsoever, and after the Decision MKRI Number 23 of 2021
has opened a Cassation legal effort for the PKPU Application submitted by the Creditor and the
Reconciliation Plan submitted by the Debtor is not accepted by the Creditor. The Constitutional Court
Decision Number 23 of 2021 isintended to still distinguish the legal remedies that can be taken on a
Bankruptcy Decision from a PKPU Decision, so that it is still considered as not fulfilling a sense of justice.
In this research, the norm of provisions that allow creditors to submit an application for PK PU without an
insolvency test is considered inappropriate. By using the normative legal research method (normative
juridical), this research examines whether the provisions that allow creditorsto apply for a PK PU without a
bankruptcy test are in accordance with the theory of justice from John Bordley Rawls, the theory of multiple
values (ethical vision theory) from Elizabeth Ann Warren, and the Principles of Rational Planning from
Donald R. Korobkin. The legal research method approach in this study uses severa approaches, namely: a
comparative legal approach and a statutory approach. The results of this research indicate that the PK PU
provisionsin UUKPKPU are morein favor of creditors than debtors. Based on this research and comparison
with the bankruptcy laws of the Netherlands, Singapore, the United States, and the world organization
United Nations Commission on International Trade Law (“UNCITRAL”), it is hecessary to amend the
UUKPKPU on the following matters, namely: First, only debtors are has the right to submit a PKPU
application; Second, in the event that the creditor is given the right to submit an application for PKPU, it
must be accompanied by an insolvency test.</p>



